PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

JI. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp. (0265) 342610
TASIKMALAYA
Kode Pos 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 060/Kep. 44/Sekre/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,

. a

bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya perlu adanya
Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu (SOP PPID Pembantu);

bahwa Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor : 061/Kep. 036/Sekre/2019 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
kondisi hukum, sehingga perlu diganti;

bahwa sebagaimana maksud dalam huruf “a” dan “b” diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);
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Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2015 Nomor 163);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor
178);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2017 Nomor 187);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun
2013 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor
152);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 323);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2018 Nomor 30);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2019 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019-
2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 36);
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor : 061/Kep. 036/Sekre/2019 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH



KESATU

KEDUA

KETIGA

. Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (SOP PPID Pembantu) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

. Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (SOP PPID Pembantu) sebagaimana tersebut
pada Diktum KESATU keputusan ini meliputi :

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Tasikmalaya
Pada tanggal ;05 Juni 2020

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,
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H.-ANDI ABDULLAH N., SH., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680118 199403 1 002
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